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UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif
yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
berlaku terhadap:

1.

iil.

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan
penyediaan informasi aktual;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan
penelitian ilmu pengetahuan;

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan
pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan
Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

penggunaan untuk Kkepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram,
atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1.

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan
Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau
pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf d, huruf f, dan/
atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku. Tak
lupa juga mengucapkan salawat serta salam semoga senantiasa
tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena berkat
beliau, kita mampu keluar dari kegelapan menuju jalan yang lebih
terang.

Penulis ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-
pihak yang mendukung lancarnya buku ini mulai dari proses
penulisan hingga proses cetak, yaitu orang tua, rekan-rekan,
penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu
per satu.

Adapun, buku ini yang berjudul “Legal Drafting Di
Indonesia” ini telah selesai kami buat secara maksimal dan sebaik
mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan
informasi dan pengetahuan. Kami sadar, masih banyak luput dan
kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku
ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik
dan juga saran terhadap karya buku ini agar kami dapat terus
meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar
pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan
wawasan serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti
luas.

Terima kasih.
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LEGAL
DRAFTING
DI INDONESIA

Lcgal drafting berkaitan dengan perancangan hukum yang dibuat olch
subjek hukum baik perorangan maupun badan hukum. Yakni dalam
bentuk nota kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU)),
perjanjian kerja sama, atau perjanjian/kontrak. Seorang legal drafter
dilibatkan dalam pembentukan undang-undang (UU) yang memerlukan
beberapa tahapan penyusunan. Mulai dari tahap pra perancangan, tahap
perancangan, tahap pembahasan, tahap penetapan, tahap
pengundangan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pengertian dan
cakupan legal drafting berbeda dengan pengertian legislative drafting.
Legislative drafting berhubungan dengan perancangan peraturan
perundang-undangan yang dibuat olch pejabat/lembaga yang
berwenang. Produk kebijakannya dalam bentuk UU, peraturan
pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres), peraturan dacrah
(Perda), dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyusunan legal
drafting harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur olch
peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum
secara universal. Oleh karena itu, keabsahan produk legal drafting yang
tclah discpakati dan kepentingan hukum para pithak yang menyusun
legal drafting dapat terlindungi secara hukum.

1SBN 9

T

- ® iy
‘L Literasi Bangsa 3¢ |[KAPI
<o AL »Googleplay ol 786238 ! 407187




	Halaman Judul
	Halaman Balik Judul
	Kata Pengantar
	Daftar Isi

